CONTOH 
PUTUSAN CERAI TALAK

DENGAN REKONVENSI
P  U  T  U  S  A  N

Nomor 400/Pdt.G/2012/PA.Jmb
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 

YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAMBI
[1] memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan cerai talak, antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Aditya bin Drs. Zaharuddin, laki-laki umur 33 tahun, agama lslam, pendidikan terakhir D.3., pekerjaan Karyawan PT. Maju Mundur, bertemapt tinggal di Jalan Rajawali No. 17D, Jambi, selanjutanya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Sumiati binti Hamid, perempuan umur 29 tahun, agama lslam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Sudirman No. 20, Jambi, selanjutanya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi.

[3] TENTANG DUDUK PERKARA

[3.1] Posita Pemohon
[3.1.1] Bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 15 Maret 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 400/Pdt.Gl2012lPA.Jmb tanggal 15 Maret 2012, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2003, di Dusun RT.004 RW.003, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Jambi, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 374109/VI/2003, tanggal 01 Juli 2003;

2. bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Jambi; 

3. bahwa sekarang ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 8 tahun 4 bulan dan pernah rukun dan damai selama kurang lebih 8 tahun, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

3.1. Anita Purnama, perempuan lahir pada tanggal 20 Agustus 2005;

3.2. Annisa Lestari, perempuan lahir pada tanggal 25 Januari 2007;

3.3. Muh. Amrozi, laki-laki lahir pada tanggal 5 Januari 2009;

3.4. Muh. Amiruddin, laki-laki lahir pada tanggal 5 Februari 2010;

4. bahwa sejak tahun 2005, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, puncaknya pada bulan Oktober 2011, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya sebagai berikut:

4.1. bahwa Termohon sering marah-marah dan berkata kasar serta pernah menantang untuk diceraikan.

4.2. bahwa Termohon sering mempermalukan Pemohon di depan umum termasuk di tempat kerja Pemohon.

4.3. bahwa Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh tetapi tanpa bukti;

5. bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang telah mencapai 6 (enam) bulan;

6. bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi, namun Pemohon sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jambi.

[3.1.2] Petitum Pemohon
Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Mengizinkan Pemohon (Aditya bin Drs. Zaharuddin) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Sumiati binti Hamid) di depan persidangan Pengadilan Agama Jambi.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Jambi, paling lambat 30 hari setelah Pemohon mengucapkan lkrar Talak.

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Subsider:

· Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[3.2] Kehadiran pihak-pihak
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan.

[3.3] Upaya damai oleh Majelis Hakim
Bahwa majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

[3.4] Upaya damai lewat mediasi
Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka pilih bersama, yaitu Drs. Sudirman, S.H, M.H., namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 4 Februari 2011, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil (gagal).

[3.5] Pembacaan surat permohonan
Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

[3.6] Jawaban Termohon
Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban atas konvensi serta mengajukan gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

 [3.6.1] Jawaban terhadap konvensi
Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

1. bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;

2. bahwa posita poin 1 sampai dengan poin 3, semuanya benar;

3. bahwa posita poin 4, semuanya tidak benar:

a. Alasan Pemohon tersebut merupakan pemutarbalikan fakta, karena justru Pemohonlah yang sering marah, tidak memperdulikan perasaan Termohon sebagai seorang istri ataupun seorang ibu dari anak-anaknya, sehingga sering berselisih pendapat, bahkan Pemohon memang pernah hendak menceraikan Termohon pada tahun 2007 tersebut, bahkan pernah sempat berpisah tempat tinggal, tetapi semuanya teratasi sampai kembali Termohon melahirkan 2 (dua) orang anak lagi;

b. Alasan Pemohon dalam hal ini juga terbalik, karena justru Pemohonlah yang sering mempermalukan Termohon, baik di hadapan teman-teman maupun di hadapan keluarga Termohon;

c. Alasan Pemohon dalam hal ini juga terbalik, karena justru Pemohonlah yang tega bermesraan dengan perempuan lain di hadapan anak-anaknya bahkan Pemohon mengajarkan kepada anak-anaknya untuk memanggil ‘bunda’ kepada perempuan tersebut;

4. bahwa mengenai pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, membuat Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dalil tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon adalah seorang suami ataupun bapak yang tidak bertanggung jawab, tega meninggalkan anak istrinya di rumah kontrakan tanpa meninggalkan biaya sepersenpun.

[3.6.2] Gugatan rekonvensi
Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;

2. bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:

a. Hak asuh atas empat orang anak Pemohon dengan Termohon yang masih kecil-kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

b. Nafkah untuk keempat anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai empat orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

c. Nafkah lddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

d. Nafkah Lampau, karena sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Februari 2012, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 5 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

e. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 8 (delapan) tahun dan telah melahirkan 4 (empat) orang anak-anaknya, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

[3.6.3] Petitum Termohon
Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum lslam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

· Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

2. Menyatakan empat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk keempat orang anaknya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai keempat orang anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 5 (lima) bulan, terhitung sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 5 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

· Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[3.7] Replik Pemohon
[3.7.1] Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon;

2. bahwa Pemohon tetap pada alasan permohonan Pemohon, dan membantah alasan Termohon pada poin 4, 5 dan 6, yang merupakan pemutarbalikan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya;

3. bahwa dalil yang dikemukakan oleh Termohon pada poin 7, 8, dan 9, adalah hal yang keliru dan tidak berdasar, karena Pemohon sebagai bapak, sampai kapanpun akan tetap bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak Pemohon dan Termohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi.

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah hal yang keliru dan mengada-ada, karena:

a. Mengenai hak asuh anak tidak adil jika diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi memohon agar majelis hakim membagi hak asuh anak kepada Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi.

b. Mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonvensi sebagai seorang bapak tetap akan bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak, namun tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi.

c. Mengenai nafkah iddah akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, namun jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi yang tidak tetap setiap bulannya.

d. Mengenai nafkah lampau, tuntutan Penggugat Rekonvensi sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena selama ini kehidupan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak tetap ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi.

e. Mengenai mut'ah, tuntutan Penggugat Rekonvensi ini sangat tidak berdasar, karena manis pahitnya kehidupan rumah tangga telah dirasakan bersama, namun karena sikap dan perilaku Penggugat Rekonvensi yang tidak pernah berubah, maka Tergugat Rekonvensi memilih untuk berpisah dengan Penggugat Rekonvensi.

[3.7.2] Petitum replik
Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

· Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

· Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

· Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

[3.8] Duplik Termohon
[3.8.1] Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. bahwa duplik Termohon ini sepanjang ada relevansinya dengan jawaban dalam konvensi serta gugatan datam rekonvensi terdahulu, maka dipandang pula sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik ini;

2. bahwa penolakan terhadap jawaban Termohon dengan alasan bahwa jawaban Termohon tidak berdasar, karena pemohon orangnya egois, sombong dan munafik serta tidak berpikir realistis lagi, segala sesuatu yang menurut keinginannya itulah yang benar, tanpa memperdulikan anaknya apalagi Pemohon;

3. bahwa faktor penyebab karetakan rumah tangga pemohon dengan Termohon itu disebabkan oleh karena pemohon menyembunyikan penghasilannya selama 2 (dua) tahun lamanya, bahkan ATM gaji pemohon diberikan kepada temannya yang bernama Hamka;

Dalam Rekonvensi:

1. bahwa mengenai hak asuh dan biaya pemeliharaan anak, Penggugat Rekonvensi mempertegas dengan mengemukakan apa yang dimaksud di dalam Pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum lslam;

2. bahwa mengenai nafkah anak, Penggugat Rekonvensi mengemukakan pasal 149 Kompilasi Hukum lslam sebagai dasar tuntutan Penggugat Rekonvensi;

bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan nafkah semula, seperti: Nafkah lddah, Nafkah Lampau, Mut'ah dan Nafkah anak. Karena Tergugat Rekonvensi bukanlah orang yang tidak mampu, Cuma Tergugat Rekonvensi hanya mau lari dari tanggung jawab, karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan Master Forex dengan penghasilan mencapai = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.

[3.8.2] Petitum duplik
Bahwa berdasar apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar majelis hakim dapat memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

· Mengabulkan permohonan Pemohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,

2. Menolak dan mengeyampingkan jawaban Tergugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

· Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

[3.9] Acara pembuktian pihak-pihak
Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

[3.9.1] Bukti dari Pemohon
Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 374109N1112003, tanggal 1 Juli 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota JAMBI, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.1.

2. Surat Keterangan Penghasilan, Nomor 015/SKP-MFMN|2012, yang dikeluarkan oleh Staff Accounting PT. Master Forex, diberi kode bukti P.2.

B. Bukti saksi

Bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: Nurdin bin Maming, Herman bin Said dan Andika bin Muh. Hasbi, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Pemohon: Nurdin bin Maming, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

2. bahwa sepengetahuan Saksi, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kecamatan Sirimau pada bulan Juni 2003;

3. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun selama lebik kurang 8 tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, kesemuanya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

4. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011, saksi sering melihat keduanya bertengkar masalah nafkah, karena Termohon pernah memukul mulut Pemohon, serta Termohon selalu mengeluh masalah biaya hidup yang tidak cukup, serta Termohon sering meninggalkan rumah beberapa hari tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Pemohon bekerja di Master Forex, Pemohon berganti-ganti pekerjaan, yang pada pokoknya Pemohon tetap dapat membiayai Termohon dan keempat orang anaknya;

6. bahwa Saksi pernah menasihati keduabelah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya, sedang Termohon membantah sebagian, yakni:

1. bahwa mengenai pemukulan mulut Pemohon, sebenarnya Termohon tidak memukul mulut Pemohon, hanya Termohon mau menutup mulut Pemohon agar tidak selalu berbohong;

2. bahwa Pemohon mengatakan tidak ada yang dapat diberikan pada saat itu, namun setelah Termohon membuka dompet Pemohon, Termohon melihat ada ATM, namun Pemohon langsung mengambil kembali ATM tersebut dari tangan Termohon, kemudian Pemohon lari meninggalkan Termohon;

3. bahwa pada malam harinya, Termohon dipanggil ke rumah keluarga Pemohon, di sana paman Pemohon mempertemukan Pemohon dengan Termohon, yang kesimpulannya Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon.

Bahwa saksi kedua Pemohon: Herman bin Said, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2008 dan sekarang menjadi rekan kerja dengan Pemohon;

2. bahwa Saksi mengaku tidak mengetahui mengenai pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, namun saksi yakin bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

3. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011, sering bertengkar, karena Termohon tidak puas atas penghasilan Pemohon, berakhir dengan kepergian Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang;

4. bahwa Saksi mengetahui bahwa penghasilan Pemohon sekarang ini, tidak menentu, tergantung kepada keberhasilan Pemohon mencapai target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan, karena Pemohon bukan pegawai tetap pada perusahaan;

5. bahwa sepengetahuan Saksi, standar penghasilan yang diberikan oleh perusahaan kepada Pemohon bukan dalam bentuk perhitungan uang dollar, tetapi dalam bentuk perhitungan rupiah, standar perhitungan dalam bentuk uang dolar diberikan kepada nasabah, sedang untuk karyawan perusahaan, dalam bentuk uang rupiah;

6. bahwa Saksi pernah menasehati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya, sedang Termohon membantah sebagian, yakni:

1. bahwa Termohon bukannya tidak puas atas penghasilan Pemohon, yang menjadi masalah adalah ketidakjujuran Pemohon dan penghasilannya;

2. bahwa Termohon merasa tidak pernah dinasehati oleh Saksi.

Bahwa saksi ketiga Pemohon: Andika bin Muh. Hasbi, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;

2. bahwa Saksi mengaku tidak mengetahui mengenai pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, namun Saksi yakin bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

3. bahwa Saksi tidak mengetahui juga mengenai permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

4. bahwa kehadiran Saksi di persidangan ini hanya akan menjelaskan mengenai status Pemohon di perusahaan;

5. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah pekerja tetap di perusahaan Master Forex sebagai lntroduser Broker pada bagian Marketing perusahaan, dengan penghasilan berdasarkan pembagian frasit dari presentase pekerjaan;

6. bahwa sepengetahuan Saksi, pembagian hasil dari presentase pekerjaan tersebut dihitung dengan memakai standar perhitungan mempergunakan dollar Amerika;

7. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menerima pembagian hasil pekerjaan dari perusahaan paling minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, tetapi terkadang lebih dari itu, tergantung kepada prestasi dan persentase kerja Pemohon, bahkan bisa sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan Saksi ketiga Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan semuanya benar dan menerimannya.

[3.9.2] Bukti dari Termohon
Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti tertulis (surat) dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anita Purnama lahir tanggal 20 Agustus 2005 Nomor 104/09/VIII/2005, tanggal 12 September 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota JAMBI, sesuai aslinya, bermeterai cukup, diberi kode T-1.

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Annisa Lestari lahir tanggal 25 Januari 2007 Nomor 34/0911/1/2007, tanggal 01 Februari 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota JAMBI, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode T-2.

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muh. Amrozi lahir tanggal 5 Januari 2009 Nomor 374109N1.1r12009, tanggal 01 Juli 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota JAMBI, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode T-3.

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Amiruddin lahir tanggal 5 Februari 2010 Nomor B4l09llll2010, tanggal 28 Februari 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota JAMBI, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode T-4. 

B. Bukti saksi

Bahwa saksi pertama Termohon bernama Muhita binti Asri, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Termohon;

2. bahwa Saksi hadir pada pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon pada bulan Juni 2003;

3. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011, saksi sering melihat keduanya bertengkar masalah nafkah;

4. bahwa Saksi sering melihat Pemohon denga Termohon bertengkar karena Termohon meminta uang nafkah kepada Pemohon, karena Pemohon tidak rutin memberikan uang belanja kepada Termohon;

5. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman/kontrakan bersama dengan Termohon dengan kembali ke rumah orang tuanya;

6. bahwa Saksi pernah menasehati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya.

Bahwa saksi kedua Termohon, Titis Sastrawati binti Abd. Rahman Halim, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante (saudara kandung ibu Termohon);

2. bahwa Saksi hadir pada pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon pada bulan Juni2003;

3. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama kurang lebih 8 tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, semuanya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

4. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011, saksi sering melihat keduanya bertengkar masalah nafkah;

5. bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon meminta uang nafkah kepada Pemohon, karena Pemohon tidak jujur mengenai penghasilannya serta tidak cukup memberikan uang belanja kepada Termohon;

6. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon terkadang hanya memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon untuk uang belanja selama sebulan, sehingga untuk menutupi kekurangan uang belanja bulanan Termohon dan anak-anaknya tersebut, Termohon selalu dibantu oleh keluarganya.

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua yang diajukan oleh Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan benar dan menerimanya.

[3.9.3] Acara pembuktian cukup
Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

[3.10] Kesimpulan Pemohon dan Termohon
Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

[3.11] Pemeriksaan selesai
Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

[4] TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi
[4.1] Iftitah
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan cerai talak. 

[4.3] Upaya damai
Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersngketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan; dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 130 HlR/Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator Drs. Sudirman, S.H., M.H., yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal).

[4.5] Kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

[4.6] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

[4.7] Fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2003, di Dusun RT.004 RW.003, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota JAMBI, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 374109N1l,12003, tanggal 01 Juli 2003;

2. bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Jambi; 

3. bahwa sekarang ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 8 tahun 4 bulan dan pernah hidup rukun dan damai selama kurang lebih 8 tahun;

4. bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

4.1. Anita Purnama, perempuan lahir pada tanggal 20 Agustus 2005 (sekarang umur 8 tahun).

4.2. Annisa Lestari, perempuan lahir pada tanggal 25 Januari 2007 (sekarang umur 6 tahun).

4.3. Muh. Amrozi, laki-laki lahir pada tanggal 5 Januari 2009 (sekarang umur 4 tahun).

4.4. Muh. Amiruddin, laki-laki lahir pada tanggal 5 Februari 2010 (sekarang umur 3 tahun).

[4.8] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;

2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

[4.9] Beban Pembuktian
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan. 
Bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut.
 [4.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 374109N1112003, tanggal 1 Juli 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Jambi, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.1.; dan

2. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, Nomor 015/SKP-MFMN/2012, yang dikeluarkan oleh Staff Accounting PT. Master Forex, diberi kode bukti P.2.

Bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Bahwa bukti P.2. yang berupa fotokopi surat keterangan penghasilan Pemohon yang dikeluarkan oleh perusahaan di tempat Pemohon bekerja, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna bahwa Pemohon mempunyai penghasilan antara Rp2.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00 setiap bulan.

B. Bukti saksi

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: Nurdin bin Maming, Herman bin Said dan Andika bin Muh. Hasbi, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Pemohon, Nurdin bin Maming, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

2. bahwa sepengetahuan Saksi, pelaksaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kecamatan Sirimau pada bulan Juni 2003;

3. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun selama lebih kurang 8 tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, kesemuanya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

4. bahwa Saksi sering melihat keduanya bertengkar masalah nafkah, karena Termohon pernah memukul mulut Pemohon, serta Termohon selalu mengeluh masalah biaya hidup yang tidak cukup, serta Termohon sering meninggalkan rumah beberapa hari tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011;

6. bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Pemohon bekerja di Master Forex, Pemohon berganti-ganti pekerjaan, yang pada pokoknya Pemohon tetap dapat membiayai Termohon dan keempat orang anaknya;

7. bahwa Saksi pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya, sedang Termohon membantah sebagian, yakni:

1. bahwa mengenai pemukulan mulut Pemohon, sebenarnya Termohon tidak memukul mulut Pemohon, hanya Termohon mau menutup mulut Pemohon agar tidak selalu berbohong;

2. bahwa Pemohon mengatakan tidak ada yang dapat diberikan pada saat itu, namun setelah Termohon membuka dompet Pemohon, Termohon melihat ada ATM, namun Pemohon langsung merebut kembali ATM tersebut dari tangan Termohon, kemudian Pemohon lari meninggalkan Termohon;

3. bahwa pada malam harinya, Termohon dipanggil ke rumah keluarga Pemohon, di sana paman Pemohon mempertemukan Pemohon dengan Termohon, yang kesimpulannya Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon.

Bahwa saksi kedua Pemohon, Herman bin Said, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2008 dan sekarang menjadi rekan kerja dengan Pemohon;

2. bahwa Saksi mengaku tidak mengetahui mengenai pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, namun saksi yakin bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

3. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011, sering bertengkar, karena Termohon tidak puas atas penghasilan Pemohon, berakhir dengan kepergian Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang;

4. bahwa Saksi mengetahui bahwa penghasilan Pemohon sekarang ini, tidak menentu, tergantung kepada keberhasilan Pemohon mencapai target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan, karena Pemohon bukan pegawai tetap pada perusahaan;

5. bahwa sepengetahuan Saksi, standar penghasilan yang diberikan oleh perusahaan kepada Pemohon bukan dalam bentuk perhitungan uang dollar, tetapi dalam bentuk perhitungan rupiah, standar perhitungan dalam bentuk uang dolar diberikan kepada nasabah, sedang untuk karyawan perusahaan, dalam bentuk uang rupiah;

6. bahwa Saksi pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya, sedang Termohon membantah sebagian, yakni:

1. bahwa Termohon bukannya tidak puas atas penghasilan Pemohon, yang menjadi masalah adalah ketidakjujuran Pemohon atas penghasilannya;

2. bahwa Termohon merasa tidak pernah dinasihati oleh Saksi.

Bahwa Saksi ketiga Pemohon, Andika bin Muh. Hasbi, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;

2. bahwa Saksi mengaku tidak mengetahui mengenai pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, namun saksi yakin bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

3. bahwa Saksi tidak mengetahui juga mengenai permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

4. bahwa kehadiran Saksi di persidangan ini hanya akan menjelaskan mengenai status Pemohon di perusahaan;

5. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah pekerja tetap di perusahaan Master Forex sebagai lntroduser Broker pada bagian Marketing perusahaan, dengan penghasilan berdasarkan pembagian frasit dari presentase pekerjaan;

6. bahwa sepengetahuan Saksi, pembagian hasil dari persentase pekerjaan tersebut dihitung dengan memakai standar perhitungan mempergunakan dollar Amerika;

7. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menerima pembagian hasil pekerjaan dari perusahaan paling minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, tetapi terkadang lebih dari itu, tergantung kepada prestasi dan persentase kerja Pemohon, bahkan bisa sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan Saksi ketiga Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan semuanya benar dan menerimannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 172 HlR, kesaksian tiga orang saksi Pemohon tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari dua alat bukti surat, yaitu P.1., berupa akta nikah dan P.2. berupa surat keterangan penghasilan Pemohon, tersebut di atas dan kesaksian tiga orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang semuanya kini berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut satu dan saling marah satu sama lain;

3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh:

3.1. sikap Pemohon yang terlalu sedikit memberi uang nafkah kepada Termohon sehingga Termohon merasa tidak cukup atas nafkah tersebut untuk membiayai penghidupannya bersama empat orang anaknya;

3.2. sikap Pemohon yang tidak transparan terhadap Termohon mengenai penghasilannya;

3.3. sikap Termohon tersebut telah menimbulkan rasa cemburu Termohon kepada Pemohon sehingga Termohon menduga-duga bahwa Pemohon punya wanita pilihan lain;

3.4. antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi sikap saling percaya satu sama lain;

4. bahwa Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dengan kembali ke orang tuanya sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai saat ini;

5. bahwa sejak meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah memberi uang belanja kepada Termohon dan uang buat bayar sewa rumah kontrakan;

6. bahwa Pemohon bekerja sebagai marketing salah satu perusahaan dengan penghasilan minimal Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sampai maksimal Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

7. bahwa Saksi-saksi telah menasihati kepada Pemohon untuk rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. bahwa meskipun Termohon tidak secara tegas mau diceraikan, namun Termohon juga tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhita binti Asri dan Titis Sastrawati binti Abd. Rahman Halim yang dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri selama 8 tahun dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang semuanya diasuh oleh Termohon;

2. bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut karena masalah ekonomi, dimana Pemohon tidak rutin memberikan nafkah kepada Termohon;

3. bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;

4. bahwa Saksi pernah menasihati kedua belah pihak agar kembali rukun tapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang Saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan kedua Saksi tersebut adalah keluarga dekat Pemohon dan Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 171 dan 172, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang Saksi Termohon tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Termohon tetapi sebaliknya malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga.

[4.11] Kronologi kasus dalam konvensi

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam konvensi yang secara singkat sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam pada bulan Juni tahun 2003 di KUA Kecamatan Sirimau;

2. bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Jalan Rajawali No. 17D, JAMBI, di rumah kontrakan;

3. bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

4. bahwa sejak tahun 2005, rumah tangga mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling marah antara Pemohon dengan Termohon sebagi suami istri;

5. bahwa pada tahun 2007 pernah terjadi pertengkakaran dan Pemohon pun hendak menceraikan Termohon, bahkan pernah sempat berpisah tempat tinggal, tetapi semuanya teratasi sampai rukun kembali dan Termohon melahirkan 2 (dua) orang anak lagi;

6. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena masalah ekonomi dan ketidakjujuran Pemohon, yakni:

6.1. perilaku Pemohon yang tidak transparan dan tidak jujur terhadap Termohon mengenai penghasilannya;

6.2. sementara Pemohon tidak rutin dan terlalu kecil memberikan nafkah (uang belanja) kepada Termohon sehingga menurut Termohon uang belanja itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam keluarga;

7. bahwa keadaan tersebut telah menimbulkan kecurigaan Termohon, jangan-jangan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain; dan tuduhan ini memicu terjadinya pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;

8. bahwa sejak bulan oktober 2011, Pemohon pergi meninggalkan istri dan empat orang anaknya, dengan kembali ke orang tuanya, tanpa memberi biaya penghidupan dan biaya kontrak rumah;

9. bahwa sejak saat itu, Pemohon dan Termohon hidup pisah-pisah dan Pemohon tidak mau kembali lagi kepada Termohon;

10. bahwa meskipun Termohon tidak ternyata secara tegas di dalam persidangan menghendaki perceraian, namun Termohon juga tidak mampu mengendalikan agar Pemohon kembali kepada Termohon sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab.

[4.12] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut: 

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2005 dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan tindakan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberikan biaya penghidupan bagi Termohon dan anak-anaknya dan tanpa memberi biaya kontrak rumah yang ditempati Termohon bersama anak-anaknya; dan Pemohon tidak mau kembali lagi kepada Termohon;

2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Pemohon yang tidak transparan (tidak jujur) terhadap Termohon mengenai penghasilannya sehingga mengakibatkan Termohon tidak lagi percaya kepada kejujuran Pemohon; 

3. bahwa ketidakjujuran Pemohon dalam rumah tangga tersebut juga berdampak pada sikap Termohon yang merasa cemburu pada Pemohon jangan-jangan ada wanita idaman lain sehingga Termohon tidak dapat menunjukkan bukti kebenarannya;

4. bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon dinilai terlalu kecil dan tidak rutin sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan hal ini merupakan penderitaan yang berat bagi Termohon dalam rumah tangga;

5. bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipiil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;

6. bahwa meskipun Termohon tidak ternyata secara tegas di dalam persidangan menghendaki perceraian, namun Termohon juga tidak mampu mengendalikan agar Pemohon kembali kepada Termohon sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab;

7. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

[4.13] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. 

[4.14] Pertimbangan syar’i alasan cerai

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum lslam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "lslam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

[4.15] Kesimpulan permohonan izin cerai talak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa unsur-unsur alasan percerian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian; 

2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama JAMBI.

[4.16] Waktu pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

[4.17] Pengiriman salinan penetapan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraiannya manakala Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya nanti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama JAMBI untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota JAMBI, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dahulu dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon mengenai hal ini dapat dikabulkan.

B. Dalam Rekonvensi

[4.18] Pokok gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah madliyah Termohon selama ditinggalkan Pemohon, hak hadanah, nafkah anak, nafkah idah dan mut’ah istri pasca terjadinya cerai talak.

[4.19] Keterkaitan rekonvensi dengan konvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaiatan langsung dengan permohnan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

[4.20] Petitum rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah lampau (nafkah madliyah) yang telah dilalaikan selama 5 bulan senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga semuanya berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

2. Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi untuk 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan memberi mut'ah yang juga berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

3. Hak pemeliharaan (hak hadhanah) terhadap 4 (empat) orang anaknya ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi.

4. Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk menanggung atas biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan 4 (empat) orang anaknya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anaknya tersebut menjadi dewasa atau berumur 21 tahun.

[4.21] Jawaban rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. bahwa hak pengasuhan terhadap 4 (empat) orang anak tersebut mohon dibagi, untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap; 

2. bahwa terhadap nafkah anak dan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak berkeberatan namun mohon agar disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

3. bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi menolak karena sejak pisah tempat kediaman Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi; 

4. bahwa mengenai tuntutan mut'ah, Tergugat Rekonvensi juga menolak karena sikap dan perilaku Penggugat Rekonvensi yang tidak pernah berubah.

[4.22] Pokok sengketa yang harus dibuktikan

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah: 

1. apakah perlu ditetapkan hak pemeliharaan (hadanah) atas 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada salah satu diantara keduabelah pihak atau dibagi dua, demi kepentingan terbaik anak; dan 

2. apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau, nafkah iddah, dan uang mut'ah, sebagai akibat dari cerai talak.

[4.21] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Pengugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian yang lain disanggupi dan disetujui, maka sesuai ketentuan pasal 163 HlR/Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi akan memberi nafkah pemeliharaan anak dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang sesuai dengan kemampuannya namun menolak tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi dan mut’ah yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi untuk:

1. mengajukan bukti berapa penghasilannya setiap bulan;

2. membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi; dan

3. membuktikan adanya alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan mut’ah dari Tergugat Rekonvensi.

[4.22] Analisis pembuktian dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguatkan gugatannya dengan bukti tertulis PR.1 s/d PR.4 yang berupa akta kelahiran 4 (empat) orang anaknya dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mahita binti Asri dan Titis Sastrawati binti Abd. Rahman yang dalam kesaksian di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yang semuanya diasuh dan dipelihara Penggugat;

2. bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 karena Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dengan anak-anaknya dan selama pisah tempat tinggal tersebut biaya hidup Penggugat dan 4 (empat) orang anaknya ditanggung oleh keluarga Penggugat Rekonvensi. 

Bahwa P-R.1 s/d P-R.4 adalah fotokopi akta kelahiran 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang benruenang, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna, mengikat, dan menentukan.

Bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang Saksi Penggugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka kedua Saksi dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi, maka secara materiil telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 4 (empat) orang anak yang belum mumayyiz;

2. bahwa empat orang anak tersebut semuanya diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi; dan 

3. bahwa selama ditinggal oleh Tergugat Rekonvensi, biaya hidup Penggugat Rekonvensi dan 4 (empat) orang anaknya tersebut ditanggung oleh keluarga Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis, yaitu TR.1, dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Herman bin Said dan Andika bin Hasbi yang keduanya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa Saksi pertama mengetahui Tergugat bekerja pada salah satu perusahaan sebagai tenaga lepas dan penghasilannya tidak menentu tergantung keberhasilan Tergugat mencapai target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan; dan

2. bahwa Saksi kedua menerangkan bahwa Tergugat adalah pekerja tetap di perusahaan Master Forex di bidang Marketing dengan pendapatan minimal antara 2 juta sampai 10 juta rupiah setiap bulan.

Menimbang, bukti T-R. 1 yang berupa fotokopi surat keterangan penghasilan Tergugat dari perusahaan tempat Tergugat bekerja, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka secara formil bukti tertulis tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang Saksi Tergugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu sama lain, maka kesaksian saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi, secara materiil membuktikan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang karyawan tetap pada sebuah perusahaan yang mempunyai penghasilan antara dua juta sampai sepuluh juta rupiah setiap bulan;

2. bahwa tidak terbukti menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan 4 (empat) orang anaknya selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi;

3. bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvnesi menjadi tanggungan keluarganya, mereka sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi.

[4.23] Kronologi singkat kasus dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam gugatan rekonvensi yang secara singkat sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 4 (empat) orang anak yang semuanya belum mumayyiz dan sampai sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi, yaitu: 

1.1. Anita Purnama, perempuan umur 8 Tahun;

1.2. Annisa Lestari, perempuan umur 6 Tahun; 

1.3. Muh. Amrozi, laki-laki umur 4Tahun; dan 

1.4. Muh. Amiruddin, laki-laki umur 2 Tahun;

2. bahwa sejak bulan Oktober 2011, Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan 4 (empat) orang anaknya tersebut tanpa memberikan nafkah/biaya hidup dan biaya sewa rumah kontrakan;

3. bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvnesi menjadi tanggungan keluarganya, mereka sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi;

4. bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mau kembali lagi kepada Penggugat Rekonvensi bahkan sekarang bermaksud menceraikan Penggugat Rekonvensi;

5. bahwa Tergugat Rekonvensi adalah karyawan tetap sebuah perusahaan yang mempunyai penghasilan antara dua juta sampai dengan sepuluh juta rupiah setiap bulan;

[4.24] Pertimbangan petitum demi petitum

1.Petitum hadanah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak hadhanah untuk 4 (empat) orang anak, yang oleh Tergugat Rekonvensi dikehendaki agar hak pemeliharaan anak dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan berdasarkan kepentingan terbaik anak sebagai berikut:

1. bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

2. bahwa akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri; 

3. bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: legal custady, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan kedua: fisical custady, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

4. bahwa berdasarkan fakta seperti yang diungkapkan di atas ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka 4 (empat) orang anaknya tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, mereka tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi 4 (empat) orang anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin; dengan kata lain, kebutuhan fisical custady dapat terpenuhi dari ibunya;

5. bahwa keinginan Tergugat Rekonvensi agar hak pemeliharaan atas 4 (empat) orang anak tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap, maka hal ini tidak dapat dibenarkan karena: pertama, pemeliharaan anak-anak tersebut secara fisical custady yang paling penting adalah kasih sayang seorang ibu, terlebih-lebih jika anak tersebut masih kecil atau belum mumayyiz; kedua, masalah biaya hidup yang merupakan kebutuhan yang bersifat legal custady menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya; ketiga, itulah sebabnya jika tanggung jawab pemeliharaan nantinya ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi harus dibebani/dihukum membayar biaya nafkah untuk 4 (empat) orang anaknya tersebut;

6. bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa empat orang anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, demi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum lslam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan.
2.Petitum nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum
untuk membayar nafkah pemeliharaan 4 (empat) orang anak senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak berkeberatan akan tetapi nominalnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi. 

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 4 (empat) orang anak telah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 4 (empat) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum lslam; 

2. bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

3. bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat Rekonvensi adalah karyawan sebuah perusahaan yang penghasilan antara 2 juta sampai 10 juta rupiah setiap bulan atau jika dirata-ratakan sebesar 5 juta rupiah, sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp750.000,00 setiap bulan untuk setiap anak atau seluruhnya sebesar Rp3.000.000,00 untuk 4 (empat) orang anak;

4. bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan 4 (empat) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;

5. bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian dengan mewajibkan Tergugat Rekonvensi memberi biaya pemeliharaan untuk 4 (empat) orang anaknya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.

3.Petitum nafkah terhutang

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (madhiah) selama pisah tempat tinggal yaitu dari bulan Oktober 2O1O sampai dengan Maret 2011 (selama 5 bulan) senilai Rp3.000.000,00 setiap bulan atau seluruhnya Rp15.000.000,00., Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan karena selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensilah yang menanggung seluruh biaya hidup Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat menguatkan tuntutannya tersebut dengan mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas dan telah ditemukan fakta sebagai berikut: 

1.1. bahwa sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat Rekonvensi beserta 4 orang anaknya sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi dan seluruh biaya hidup ditanggung oleh keluarga Penggugat Rekonvensi; 

1.2. bahwa sementara Tergugat Rekonvensi tidak terdapat suatu bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi beserta 4 (empat) orang anaknya selama terjadinya pisah tempat tinggal tersebut; 

1.3. bahwa dengan demikian bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

2. bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuanhya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

3. bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإ نفاق إلا نفقة الزوجية

Artinya: “Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri.”

4. bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2011 sampai putusan ini dibacakan bulan September 2012 atau selama 12 bulan, dan Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;

5. bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi senilai 3 (tiga) juta rupiah setiap bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya tidak memenuhi, terlebih-lebih lagi Tergugat telah dibebani membayar nafkah pemeliharaan 4 (empat) orang anaknya senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan; 

6. bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah madiyah yang harus dibebankan kepada Tergugat yaitu senilai 2 (dua) juta rupiah setiap bulan, namun demikian karena masa pisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bukan hanya 5 bulan tetapi 12 bulan yaitu dari bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan September 2012 dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebagian;

7. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 2 (dua) juta rupiah kali 12 (dua belas) bulan, sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

4.Petitum nafkah idah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi senilai Rp9.000.000,00, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan, namun mohon agar disesuaikan dengan penghasilannya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;

2. bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna’ Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: “Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj’i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak”.

3. bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak keberatan atas tuntutan nafkah idah ini, namun mohon agar disesuaikan dengan penghasilannya, merupakan sikap yang terpuji dan harus dihormati untuk dilaksanakan;

4. bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan bukti TR.1 dan keterangan Saksi, terbukti bahwa penghasilan Tergugat berkisar 2 juta sampai 10 juta rupiah setiap bulan dan jika dirata-ratakan hanya sekitar 5 juta rupiah;

5. bahwa oleh sebab itu, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, lagi pula Tergugat Rekonvensi telah dibebani untuk membayar nafkah anak, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan nafkah lampau yaitu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah idah dapat dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah idah selama tiga bulan, yaitu tiga kali dua juta yang jumlah seluruhnya menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

5.Petitum mut’ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang mut'ah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengubah sikap dan perilakunya terhadap Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHl, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

2. bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

3. bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 10 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 4 (empat) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, apalagi penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini cukup mendukung tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

4. bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ
Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

5. bahwa mengenai keberatan Tergugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengubah sikap dan perilakunya terhadap Tergugat Rekonvensi, maka hal ini tidak dapat dibenarkan karena semua itu terjadi dalam rumah tangga adalah akibat dari perilaku Tergugat Rekonvensi yang tidak jujur dan tidak transparan kepada Penggugat Rekonvensi dan tidak berusaha membahagiakannya dengan memberikan nafkah yang layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) patut dikabulkan.

[4.26] Pertimbangan ex officio
Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut’ah, nafkah idah dan nafkah madliyah (terhutang) ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut’ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait; 

2. bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut’ah dan nafkah idah, kecuali jika hukum menentukan lain;

3. bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna’ Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa: 

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: “Talak itu berada pada suami dan idah itu berada pada istri”.

4. bahwa nafkah madliyah (terhutang) merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu agar suami yang menceraikan istrinya terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapatkan haknya tersebut, maka nafkah madliyah tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talaknya;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut’ah dan nafkah idah maupun nafkah madliyah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;

6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi mut’ah, nafkah idah dan nafkah madliyah (terhutang) harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama JAMBI pada saat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

[4.27] Kesimpulan gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

C. Dalam Konvensi dan ReKonvensi

[4.28] Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1gB9 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

[4.29] Pertimbangan penutup

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

[5] Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Aditya bin Drs. Zaharuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sumiati binti Hamid) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Jambi, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadhanah terhadap 4 (empat) orang anaknya, yaitu:

2.1. Anita Purnama, perempuan umur 8 Tahun;

2.2. Annisa Lestari, perempuan umur 6 Tahun;

2.3. Muh. Amrozi, laki-laki umur 4 Tahun; dan 

2.4. Muh. Amiruddin, laki-laki umur 2 Tahun;

3. Mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi menanggung biaya nafkah pemeliharaan atas 4 (empat) orang anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hadanah atas anak-anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madliyah (terhutang) selama l (satu) tahun kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
5. Mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai mut’ah, nafkah idah, dan nafkah madliyah (terhutang) tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama JAMBI sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

· Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

[5] Pengucapan putusan
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal ...... Hijriah; dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Drs. Haji Agus Salim, S.H., M.H,, H. Faishol Tanjung, S.H., M.H., dan H. Karim Mahmud, SHI, MAg, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Hj. Fatimah, SHI., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. Haji Agus Salim, S.H., M.H.

       Hakim Anggota,                                              Hakim Anggota,

H. Faishol Tanjung, S.H., M.H.                      H. Karim Mahmud, SHI, M.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. Fatimah, SHI

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran              Rp  30.000,00

2. Biaya adminstrasi/Proses   Rp  50.000,00

3. Biaya panggilan                  Rp360.000,00

4. Biaya redaksi                      Rp    5.000,00

5. Biaya materai:                     Rp    6.000,00 +

Jumlah:                                    Rp451.000,00
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